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Abstrak  
Dari 3 (tiga) pilar industri keuangan, bank memiliki peran yang lebih penting. Goncangan 
terhadap bank, akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian 
nasional. Sekalipun Indonesia memiliki kesejarahan pengaturan penjaminan nasabah bank 
sejak tahun 1973, akan tetapi perhatian secara serius baru diberikan sejak tahun 1998 
ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Penelitian ini difokuskan pada optik kesejarahan  
lembaga penjaminan simpanan nasabah di Indonesia. Penelitian normatif dengan 
pendekatan kesejarahan dan dipadukan pendekatan perbandingan, menghasilkan simpulan 
bahwa perkembangan lembaga penjaminan nasabah bank dapat dipilah menjadi 3 (tiga) 
periode yang masing-masing menggunakan pola blanket guarantee dan limited deposit 
insurance. Perbandingan dengan Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC) 
menghasilkan lesson learning perlunya Indonesia mengembangkan penjaminan yang 
mencakup Industri Keuangan Bukan Bank dan menerapkan sistem agregat.  
Kata Kunci: Nasabah; Penjaminan; Bank; Blanket Guarantee; Limited Deposit 
Insurance.  
Abstract 
Among the 3 (three) pillars of the financial industry, banks have a very important role. The 
bank instability is believed to deliver a significant impact on the national economy. Even 
though Indonesia started to regulate bank customer guarantees since 1973, the real concern 
of the matter came up in 1998 when Indonesia was experiencing a monetary crisis. This study 
focuses on the historical optics of customer deposit guarantee institutions in Indonesia. This 
normative research is combined with the approaches of historical and comparative. The 
research concludes that the development of bank customer guarantee institutions can be 
divided into 3 (three) periods which each period applies the patterns of a blanket guarantee 
and limited deposit insurance. A comparison with Singapore of Deposit Insurance Company 
(SDIC) was conducted and it created a lesson learning, that Indonesia needs to develop the 
guarantees which include Non-bank Financial Institusions and it needs to implement an 
aggregate systems. 




p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 
 Volume 3 Nomor 2, April, Halaman 129-144 
 DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p129-144 
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum 
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 




 Industri keuangan1 dapat 
dibaratkan sebagai jantung dalam 
kehidupan manusia. Terganggunya 
industri keuangan akan berpengaruh 
terhadap dinamika perekonomian 
suatu negara. Agar dapat berfungsi 
efektif, “jantung perekonomian” 
tersebut perlu dijaga agar selalu dalam 
kondisi sehat, stabil, serta berkem-
bang. Untuk mencapai kondisi terse-
but diperlukan beberapa prasyarat 
antara lain kepercayaan masyarakat 
yang terjaga dan penyelewengan 
(moral hazard) yang tercegah.2 
 Diantara 3 (tiga) pilar industri 
keuangan tersebut, dapat dikatakan 
bank memiliki jejak kesejarahan 
paling panjang dan skala usaha paling 
besar. Dalam menjalankan kegiatan 
usahanya, bank dipumpunkan pada 4 
(empat) prinsip dasar, yaitu prinsip 
kehati-hatian (prudentiality principle),3 
prinsip kepercayaan (piduciary princip-
le),4 prinsip kerahasiaan (confidential 
principle),5 dan prinsip pengenalan 
                                                 
1 Industri Keuangan (Financial Industries) memiliki tiga jangkar, yaitu Bank, Lembaga 
 Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Pasar Modal.  
2  Hari Prasetya, ‘LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar’ (2011) 
 <https://lps.go.id/en/web/guest/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/lps-dan- upaya-meni 
 ngkatkan-disiplin-pasar> diakses 2 Maret 2019.  
3  Kajian tentang prudential issues dapat dilihat dalam: Larisa Dragomir, European Prudential 
 Banking Regulation and Supervision: The Legal Dimension (Routledge, London & New York 2010) 
 111-123. 
4  Lihat lebih lanjut, Evan J. Criddle, Paul B. Miller, Robert H. Sitkoff (Editors), The Oxford Handbook 
of Fiduciary Law (Oxford University Press 2019).  
5  Telaah kerahasian bank lebih lanjut dapat dibaca dalam: Yunus Husein, Rahasia Bank: Privasi 
versus Kepentingan Umum (PPS UI 2003) 48. Lihat juga: Sri Harini Dwiyatmi dan Indirani Wauran, 
‘Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Perkawinan’ (2017) 2 Refleksi Hukum: 
Jurnal Ilmu Hukum 97, 98.  
6  Lihat lebih lanjut: PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 
 Your Customer Principles), PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 
 Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
 Customer Principles) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank 
 Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
 Customer Principles).   
7  Hari Prasetya, Ibid. 
8  Inda Rahardian, ‘Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan 
dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik’ (2016) 23 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 
23, 24. 
9  A. Demirguç-Kunt and Edward J. Kane, Deposit Insurance Around the Globe, Where Does It 
 Work? (The World Bank Development Research Group 2001) 2. 
nasabah (know your customer princip-
le).6  Prinsip ini menjadi corner stone 
dalam pengelolaan industri perbank-
kan, dalam rangka meningkatkan dan 
mempertahankan kepercayaan mas-
yarakat, dan sekaligus mencegah 
moral hazard. Menurut Hari Prasetya,7 
ada 3 (tiga) upaya yang saling 
mendukung yakni : (a) manajemen 
risiko dan tata kelola yang baik (good 
corporate governance), (b) disiplin 
pengaturan (regulatory discipline); dan 
(c) disiplin pasar (market discipline). 
 Ketika terjadi krisis ekonomi, 
penyelamatan bank menjadi salah 
satu kunci untuk mengupayakan 
pemulihan (recovery) keadaan.8 Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk 
memulihkan kepercayaan masyarakat 
terhadap bank, adalah melakukan 
penjaminan terhadap dana nasabah 
yang di simpan di bank. Sejatinya, 
urgensi Lembaga Penjaminan 
Simpanan (LPS) dirasakan oleh 
hampir semua negara.9   Pada   6   Mei  
Tahun 2002 telah terbentuk The 
International   Association    of   Deposit
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Insurers (IADI). IADI merupakan 
organisasi nirlaba yang didirikan 
berdasarkan hukum Swiss dan 
bermarkas di Basel, Switzerland. IADI 
memiliki 114 participating organi-
zation  (90 members, 10 associates, 
dan 14 partners). Dalam rangka 
mendorong pengembangan penjami-
nan simpanan, IADI merumuskan 16 
prinsip dalam IADI Core Principle for 
Effective Deposit Insurance Systems 
2014.10 
Dalam pengalaman empirik 
Indonesia, krisis moneter 1997-1998 
telah mengakibatkan kerusakan 
ekonomi yang sangat parah dan dunia 
perbankan menghadapi permasalahan 
besar. Akibat krisis tersebut, pada 
tanggal 1 November 1997 terdapat 16 
bank di likuidasi, tanggal 13 Maret 
1999 terdapat 38 bank di likuidasi, 
tanggal 4 April 1998 terdapat 7 bank 
beku operasi (BBO), dan pada 4 April 
1998 terdapat 7 bank dalam penga-
wasan Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN), pada 22 Agustus 
1998 terdapat 3 BBO, dan pada 22 
Agustus 1998 terdapat 4 bank yang 
diambil alih oleh Pemerintah. Mengha-
dapi permasalahan perbankan yang 
demikian, pemerintah memutuskan 
untuk memberi jaminan terhadap 
dana nasabah  bank. Program penja-
minan pemerintah (blanket guarantee) 
telah berhasil mengembalikan keper-
cayaan masyarakat terhadap sistem 
perbankan. Namun, kebijakan terse-
                                                 
10  IADI, ‘IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems’ (2014)  <https://www.iadi. 
 org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf> diakses 13 Maret 2019. 
11  Fred Glaves dalam Zulkarnain Sitompul, ‘Pentingnya Keberadaan LPS bagi Nasabah Penyimpan’ 
(2014) 1 Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 178 mengatakan : “the best way to rob a bank 
is to own one”.  
12  ________, Annual Report 2017, Transformasi Menjadi yang Terdepan (LPS 2018) 2.  
13  Lihat lebih lanjut: Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Cet. 1, 
 Bayumedia Publishing 2005) 46; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. 2, Kencana 2008) 
 29.  
14  Kajian tentang metode perbandingan lihat antara lain: Harold Cooke Gutteridge, Comparative Law: 
 An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research (Cambridge At The 
 University Press 1946).  
but  tak pelak meningkatkan beban 
anggaran negara dan berpotensi 
menimbulkan moral hazard oleh pihak 
pengelola bank dan nasabah bank.11 
Dalam rangka mengurangi dampak 
negatif dari program penjaminan 
pemerintah tersebut, didirikan LPS 
dengan Undang-Undang Nomor (UU) 
No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan. LPS memiliki dua 
fungsi yaitu menjamin simpanan 
nasabah bank dan melakukan penye-
lesaian atau penanganan bank yang 
tidak berhasil disehatkan atau bank 
gagal.12 
Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif13 dari  
bahan hukum peraturan perundang-
undangan yang relevan, tulisan ini 
akan difokuskan pada perkembangan 
lembaga penjaminan simpanan yang 
pernah diberlakukan di Indonesia dari 
waktu ke waktu. Optik kesejarahan 
menjadi pendekatan untuk menggam-
barkan fokus kajian ini. Untuk 
melengkapi optik kesejarahan, diper-
gunakan juga pendekatan perban-
dingan14 dengan mengambil Singapore 
of Deposit Insurance Company (SDIC). 
Pertimbangan yang melatari dipilihnya 
SDIC antara lain adalah kedekatan 
kultur dan sebagai negara serumpun 
ASEAN, sehingga cenderung memiliki 
kemiripan corak dan permasalahan.  




 Bank merupakan intermediary 
institution15, yang mempertemukan 
pihak pemilik dana (nasabah pena-
bung) dan pihak yang membutuhkan 
dana (nasabah peminjam). Secara 
kategorial, pola hubungan hukum 
yang terbentuk dalam bank dapat 
dipilah menjadi hubungan antara 
deposan dengan bank dan hubungan 
antara peminjam (debitor) dengan 
bank. Dari perspektif ilmu hukum, 
ada beberapa karakter hubungan 
antara deposan dan bank, yaitu 
hubungan kontraktual,16 hubungan 
fiducia, dan hubungan pemberian 
kuasa.17 
 Hal yang menarik untuk dicermati 
dalam hubungan antara deposan dan 
bank adalah, dana yang disimpan 
akan terserap dan tercampur dalam 
aset yang dimiliki oleh bank. Sebagai 
gantinya, akan lahir kewajiban bagi 
bank untuk membayar sejumlah dana 
kepada deposan dengan jaminan aset 
yang dimiliki bank sebagai entitas 
hukum (legal entity). Atas dasar ini, 
hubungan antara deposan dengan 
bank tidak tepat kalau dikualifikasi 
sebagai perjanjian penitipan barang, 
sebaliknya akan lebih tepat untuk 
dikatakan sebagai perjanjian utang 
piutang dengan kewajiban membayar 
bunga. Posisi deposan terhadap 
tagihan dana yang disimpan di bank 
                                                 
15  Bahasan antara intermediary institutions and non intermediary institutions dapat dikaji antara 
 lain pada: G. Ramesh Babu, Financial Markets And Institutions (Concept Publishing  Company 
 2006) 196; Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2016) 1. 
16  Abdulkadir Muhammad menyebutkan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut: (a) Bentuk 
 perjanjian tertulis, (b) Format perjanjian dibakukan, (c) Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh 
 pengusaha, (d) Konsumen hanya menerima atau menolak, (e) Penyelesaian sengketa melalui 
 musyawarah, (f) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha Lihat lebih lanjut Abdulkadir 
 Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan (PT Citra Aditya Bakti 
 1992) 6. 
17  Nindyo Pramono dalam Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, Op.Cit., 27. 
18  Iwan Tri Nugroho, Muthmainah Muthmaina, Mochmhammad Doddy Ariefianto, Sutaryo, Agung 
Nur Probohudono, ‘Deposit Insurance and Bank Liquidity: Does Ownership Structure Metter?’ 
(2016) 8 Capital Market Review 59, 59. 
termasuk dalam kualifikasi unsecure 
loan (karena tidak dijamin secara 
khusus) atau junior debt (karena sifat 
tagihannya bersifat konkuren dan 
berada di bawah senior debt). Dari 
perspektif perlindungan hukum, 
posisi  deposan seperti ini sejatinya 
lemah. Deposan berpotensi menjadi 
korban apabila dalam pengelolaan 
bank terjadi moral hazard. Pada titik 
ini, perlindungan terhadap nasabah 
penyimpan memiliki urgensi yang 
tinggi.18  
Komparasi: Singapore of Deposit 
Insurance Company (SDIC) 
 Singapura merupakan negara 
anggota ASEAN yang dipandang 
mampu mengembangkan sistem 
penjaminan dana nasabah. Karena-
nya, mempelajari Singapore of Deposit 
Insurance Company (SDIC) dapat 
menjadi lesson learning dalam rangka 
pengembangan LPS di Indonesia. 
Keberadaan SDIC tunduk dan diatur 
dalam berbagai peraturan, yaitu: (a) 
Deposit Insurance Act 2005 (No. 31 of 
2005), (b) Deposit Insurance and Policy 
Owners’ Protection Schemes Act 
(Chapter 77B), Original Enactment : Act 
15 0f 2011, Revised Edition 2012 (31st 
December 2012), (c) Subsidiary 
Legislation, (d) MAS Notices to Scheme 
members,   (e)  MAS Notice DIA-N01 
Deposit Insurance Returns f) SDIC 
Rules.  
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Deposan Singapura menikmati 
manfaat dari sistem perbankan yang 
sehat. Bank dan perusahaan keua-
ngan berlisensi di Singapura diawasi 
oleh Otoritas Moneter Singapura/ 
Monetary Authority of Singapore (MAS). 
Adapun tujuan MAS yaitu untuk 
memastikan stabilitas sistem per-
bankan di Singapura dan untuk 
meminta lembaga keuangan memiliki 
sistem manajemen risiko yang baik 
dan kontrol internal yang memadai. 
Namun, MAS tidak menjamin keseha-
tan lembaga keuangan individu. Oleh 
karena itu, skema asuransi terhadap 
simpanan telah dibentuk untuk 
melindungi simpanan inti deposan 
kecil di Singapura, jika bank atau 
perusahaan pembiayaan mengalami 
kegagalan penuh. SDIC memiliki 36 
anggota bank yang beroperasi di 
Singapura.  
 SDIC menjamin deposan indivi-
dual dan deposan non-bank dengan 
simpanan yang diasuransikan yang 
ditempatkan pada bank yang menjadi 
anggota Deposit Insurance Shcheme 
(DIS). Deposan non-bank lainnya, 
termasuk kepemilikan perseorangan, 
kemitraan, perusahaan, dan entitas 
tak bermitra seperti asosiasi dan 
masyarakat tidak dijamin oleh SDIC 
tetapi akan diasuransikan (sendiri) 
oleh deposan.19 SDIC menjamin 
simpanan dalam mata uang dolar 
Singapura yang ditempatkan pada 
anggota DIC, termasuk di dalamnya:  
a. A deposit held in a savings account 
b. A deposit held in a fixed deposit 
account 
c. A deposit held in a current account 
                                                 
19  SDIC, ‘Scope of DI Coverage’ (2019) <https://www.sdic.org.sg/public/discopeofcoverage>  diakses 
 25 April 2019. 
20  Ibid. 
21  Ibid. 
 
d. Any monies placed under the CPF 
Investment Scheme 
e. Any monies placed under the CPF 
Retirement Sum Scheme 
f. Any monies placed under the 
Supplementary Retirement Scheme 
g. Other products, as prescribed by 
the Authority 
Setiap anggota DIS memiliki daftar 
simpanan berasuransi yang ditawar-
kannya. Untuk mengetahui apakah 
setoran di rekening yang dibuka di 
bank anggota DIS atau perusahaan 
keuangan diasuransikan, dapat meru-
juk ke bank atau daftar simpanan 
berasuransi perusahaan keuangan.20 
Produk keuangan yang tidak dijamin 
oleh SDIC adalah foreign currency 
deposits, structured deposits, invest-
ment products such as unit trusts, 
shares and other securities.21  
SDIC menjamin simpanan nasa-
bah yang menyimpan uangnya di bank 
anggota DIS sebesar S$ 75.000. (tujuh 
puluh lima ribu dolar Singapura) 
tanpa agregasi. Artinya, setoran tidak 
diasuransikan secara terpisah di 
setiap kantor cabang anggota DIS 
yaitu semua simpanan berasuransi 
yang dikelola dengan cabang yang 
berbeda dari anggota DIS digabungkan 
dan diasuransikan hingga S$ 75.000. 
MAS memutuskan bahwa pem-
bayaran asuransi simpanan nasabah  
harus dilakukan jika : 
a. Atas perintah pengadilan telah 
dibuat untuk memberhentikan 
operasional bank sebagai anggota 
DIS; atau 
b. MAS telah menentukan bahwa 
anggota DIS  pailit,  tidak  mampu, 
atau    cenderung      tidak    dapat 
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memenuhi kewajibannya, atau 
akan menunda pembayaran. 
Jika anggota DIS gagal, semua 
deposan yang berhak menerima 
kompensasi dari SDIC di bawah DIS 
akan diberitahukan. Deposan tidak 
perlu mengajukan klaim dengan SDIC 
karena pembayaran akan dihitung 
berdasarkan catatan anggota DIS yang 
gagal. SDIC juga akan membuat 
pengumuman resmi dalam Lembaran 
Negara, melalui media massa seperti 
surat kabar, televisi, radio, dan situs 
web SDIC. SDIC akan membayar 
deposan yang berhak mendapatkan 
kompensasi sesegera mungkin. 
Pembayaran dapat dilakukan dengan 
cek, pesanan kasir atau dengan 
metode pembayaran elektronik. Jika 
kompensasi yang terima dari SDIC 
kurang dari jumlah total setoran 
dengan anggota skema DI yang gagal, 
SDIC akan mengajukan klaim atas 
nama nasabah kepada likuidator 
anggota DIS yang gagal karena adanya 
perbedaan ini. 
Dana Asuransi Deposito (DIF) 
telah dibentuk dari kontribusi premi 
anggota DIS untuk membayar 
kompensasi kepada deposan yang 
diasuransikan, jika terjadi kegagalan 
anggota skema. DIF hanya dapat 
diinvestasikan dalam aset yang aman 
dan likuid seperti surat berharga yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Singapura 
atau MAS, deposito dengan MAS, 
setiap surat utang atau surat utang 
yang diterbitkan oleh Singapore 
Sukuk Pte. Ltd., dan aset lainnya yang 
disetujui oleh Menteri. 
Anggota DIS membayar kontribusi 
premi ke  DIF setiap tahun. Premi yang 
dipungut pada lembaga anggota 
dibedakan menurut risiko yang 
ditimbulkannya terhadap DIF. Premi 
berbasis risiko ini dibebankan ke 
lembaga anggota sebagai persentase 
dari jumlah simpanan yang diasu-
ransikan yang mereka miliki, dengan 
premi tahunan minimum S$ 2.500. 
SDIC dapat mengenakan biaya keter-
lambatan pembayaran pada anggota 
DIS. Tarif premi dan perhitungan 
kontribusi premi yang harus dibayar-
kan oleh anggota DIS diatur dalam 
Asuransi Perlindungan dan Skema 
Perlindungan Pemilik Kebijakan 
(Asuransi Deposito) Act  2011. 
Penjaminan Simpanan Nasabah di 
Indonesia 
Apabila di telusur kesejarahannya, 
keberadaan (lembaga) penjaminan 
simpanan di Indonesia dapat di 
klasifikasi menjadi 3 (tiga) periode, 
sebagai berikut:  
a. UU No. 13 tahun 1968 tentang 
Bank Indonesia 
 Kemauan politik Pemerintah 
Indonesia untuk melakukan jaminan 
terhadap dana nasabah yang disimpan 
di bank pertama kali dapat di runut 
pada UU No. 13 Tahun 1968 tentang 
Bank Indonesia. Pasal 30 UU ini 
menyatakan:  
 Bank Indonesia membina 
 perbankan dengan jalan :  
1. …………………..  
2. …………………..  
3. memberikan bimbingan kepada 
Bank-bank guna penatalaksanaan 
Bank secara sehat. 
Penjelasan pasal tersebut 
menyatakan : 
 “Dalam rangka pembinaan perban-
 kan, maka jika keadaannya telah 
 memungkinkan, untuk lebih menja-
 min uang pihak ketiga yang 
 dipercayakan kepada bank-bank, 
 dapat diadakan suatu asuransi 
 deposito   dengan   tujuan  pembinaan 
 kepercayaan masyarakat terhadap 
 perbankan.” 
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 Bentuk kelembagaan yang diama-
natkan oleh UU No. 13 Tahun 1968 
adalah asuransi deposito. Setelah 5 
tahun, Pemerintah menerbitkan Pera-
turan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 
1973 tentang Jaminan Simpanan 
Uang Pada Bank.  Berdasarkan Pasal 
4 Ayat 2 PP  No.  34 Tahun 1973 ini, 
nilai simpanan yang dijamin setinggi-
tingginya hanya Rp 1.000.000,- (satu 
juta rupiah).  
 Dalam rangka menyelenggarakan 
Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, 
Bank Indonesia (BI):  
1. menjamin simpanan uang pihak 
ketiga yang terdaftar pada bank 
terjamin atas nama perorangan, 
perkumpulan dan badan-badan 
lainnya, kecuali simpanan giro, 
deposito dan tabungan milik 
pemerintah dan bank;  
2. memungut premi jaminan;  
3. bertindak sebagai pengampu 
dan/atau likuidator.  
 Sekalipun (lembaga) penjaminan 
simpanan nasabah telah ada, namun 
batasan simpanan yang dijamin 
terlalu kecil (Rp. 1.000.000,) telah 
mendorong eksistensi perjaminan ini 
tidak mendapat sambutan yang 
memadahi dari nasabah penyimpan 
dana. Kasus penutupan Bank Summa 
melalui SK Menkeu No.1253/KMK.01/ 
1992 tanggal 14 Desember 1992 yang 
mencabut usaha PT. Bank Summa 
dan melikuidasi seluruh kekayaannya 
untuk memenuhi kewajiban kepada 
nasabah, misalnya, seharusnya dapat 
diselesaikan dengan skema penjami-
nan dana nasabah yang diatur dalam 
PP No. 34 tahun 1973. Demikian juga 
penutupan bank-bank lain sebelum 
krisis ekonomi tahun 1997-1998. 
Namun dalam kenyataannya, nasabah 
tidak menuntut pengembalian dana-
                                                 
22  Bagian menimbang Keppres No. 26 Tahun 1998. 
nya dengan menggunakan skema 
penjaminan yang diatur dalam PP No. 
34 tahun 1973. 
b. Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1998 tentang Jaminan 
Terhadap Kewajiban Pembaya-
ran Bank Umum dan Keputusan 
Presiden Nomor 193 Tahun 1998 
tentang Jaminan Terhadap 
Kewajiban Pembayaran Bank 
Perkreditan Rakyat 
Pada tahun 1997-1998, Indonesia 
mengalami krisis ekonomi yang luar 
biasa. Krisis ini bahkan dikualifikasi 
sebagai krisis yang bersifat multidi-
mensi. Sebagai akibat dari krisis 
tersebut, dunia perbankan menghada-
pi permasalahan besar. Krisis moneter 
Tahun 1998 ini telah menggerus 
kepercayaan masyarakat. Untuk me-
ngatasi persoalan yang melanda dunia 
perbankan, Pemerintah menerbitkan 
kebijakan bailout berdasarkan 
Keputusan Presiden (Keppres) No. 26 
tahun 1998 tentang Jaminan 
Terhadap Kewajiban Pembayaran 
Bank Umum. Politik hukum dari 
penerbitan Keppres tersebut adalah :22 
1. bahwa ekonomi nasional saat ini 
sedang mengalami krisis moneter 
yang sangat berat; 
2. bahwa krisis moneter tersebut 
tercermin pada merosotnya 
kepercayaan masyarakat di dalam 
dan di luar negeri terhadap mata 
uang rupiah dan perbankan 
nasional; 
3. bahwa karena itu dipandang perlu 
untuk mengembalikan secepatnya 
kepercayaan masyarakat terhadap 
mata uang dan perbankan 
nasional; 
4. bahwa sehubungan dengan itu 
dipandang  perlu  untuk  memberi 
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jaminan Pemerintah Republik 
Indonesia atas kewajiban pemba-
yaran bank umum yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia;  
Pasal 1 Keppres No. 26 Tahun 
1998, mengkaidahkan  sebagai beri-
kut:  
“Pemerintah memberi jaminan bahwa 
kewajiban pembayaran Bank Umum 
kepada para pemilik simpanan dan 
krediturnya akan dipenuhi”.   
Sedang Pasal 2, menyatakan:  
(1) Bank Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 adalah 
Bank Umum yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia. 
(2) Kewajiban pembayaran yang 
dijamin Pemerintah meliputi 
kewajiban dalam mata uang 
rupiah dan mata uang asing.  
(3) Jaminan atas kewajiban dalam 
mata uang asing diberikan 
dengan mata uang rupiah 
berdasarkan nilai tukar pasar 
pada hari pembayaran. 
Pasal 3 menyatakan:  
“Syarat, tata cara dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan bagi 
pelaksanaan pemberian jaminan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Presiden ini ditetapkan 
Menteri Keuangan setelah mendapat 
pertimbangan dari Gubernur Bank 
Indonesia.” 
Pasal 4 menyatakan:  
“Menteri Keuangan melaporkan dari 
waktu ke waktu perkembangan 
pelaksanaan Keputusan Presiden ini 
kepada Ketua Dewan Pemantapan 
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.” 
Sedang Pasal 5 menyatakan: 
 “Pelaksanaan pemberian jaminan 
oleh Pemerintah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 
dilakukan sebuah lembaga yang 
ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden tersendiri.  
 Bailout yang sama juga dilakukan 
terhadap Bank Perkreditan Rakyat 
berdasarkan Keppres No. 193 Tahun 
1998 tentang Jaminan terhadap 
Kewajiban Pembayaran Bank 
Perkreditan Rakyat. Untuk melaksa-
nakan kebijakan bailout terhadap 
dana simpanan nasabah bank Peme-
rintah melalui Keppres No. 27 Tahun 
1998 membentuk Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN). Dalam 
rangka melikuidasi bank, BI selain 
menetapkan dasar hukum likuidasi 
bank, juga menunjuk bank tertentu 
yang bertugas untuk melakukan 
pembayaran terhadap nasabah bank 
yang di likuidasi tersebut.  
 Eksistensi BPPN berakhir sejak 
tahun 2004 dengan ditetapkannya 
Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 
1998 Tentang Jaminan Terhadap 
Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 
Dengan berakhirnya BPPN, penjami-
nan terhadap bank dilaksanakan oleh 
Menteri Keuangan. Pasal 1 Keppres 
No. 17 tahun 2004 menyatakan: "Pasal 
4 Menteri Keuangan melaporkan dari 
waktu ke waktu perkembangan 
pelaksanaan jaminan sebagaimana 
diatur dalam Keppres ini kepada 
Presiden."  
 Pada masa ini, bailout yang 
diberikan oleh Pemerintah terhadap 
dana simpanan nasabah bersifat 
penuh (blanket guaranty). Dengan 
demikian, dana nasabah yang disim-
pan oleh nasabah di bank yang di 
likuidasi oleh Pemerintah sepenuhnya 
akan dikembalikan melalui prosedur 
dan mekanisme yang ditetapkan oleh 
badan atau lembaga yang ditunjuk 
untuk itu.  
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 Dalam perkembangannya, penja-
minan yang diberikan oleh Pemerintah 
terhadap dana nasabah bank menga-
lami perubahan dasar pengaturan, 
yaitu: Keppres No. 17 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Keppres No. 
26 Tahun 1998 Tentang Jaminan 
Terha-dap Kewajiban Pembayaran 
Bank Umum dan Kepres No. 95 Tahun 
2004 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang 
Jaminan Terhadap Kewajiban 
Pembayaran Bank Umum.  
c. Lembaga Penjamin Simpanan  
LPS yang keberadaannya diama-
natkan berdasarkan UU No. 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan atas UU No. 
7 tahun 1992 tentang Perbankan, 
terwujud setelah Pemerintah member-
lakukan UU No. 24 tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 
yang efektif mulai berlaku pada 
tanggal 22 September 2005.  Salah 
satu latar belakang pembentukan LPS 
adalah perlunya dilakukan koreksi 
konstruktif terhadap pelaksanaan 
blanket guarantee, yang sekalipun 
dianggap efektif dapat menumbuhkan 
kembali kepercayaan masyarakat 
terhadap industri perbankan, namun 
ruang lingkup penjaminan yang 
terlalu luas menyebabkan timbul-
nya moral hazard baik dari sisi 
pengelola bank maupun masyarakat.23  
Oleh karena itu, sistem penjaminan 
yang sangat luas tersebut digantikan 
dengan sistem penjaminan yang 
sifatnya terbatas. 
Kepesertaan LPS mencakup: 24 
1. Setiap    bank     yang   melakukan 
                                                 
23  Jeanette Stephani, ‘Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam 
 Melindungi Nasabah Bank’ (2013) 1 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, 1. 
24  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ‘Membership’ (2019) <https://lps.go.id/web/guest/kepeser 
 taan> diakses 25 April 2019. 
25  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ‘Kewajiban Bank Peserta (2019) <https://lps.go.id/ 
web/guest/ kewajiban-bank-peserta> diakses 25 April 2019. 
kegiatan usaha di wilayah Negara 
Republik Indonesia wajib menjadi 
peserta penjaminan. 
2. Bank peserta penjaminan meliputi 
seluruh bank umum (termasuk 
kantor cabang dari bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang 
melakukan kegiatan perbankan 
dalam wilayah Republik Indonesia) 
dan Bank Perkreditan Rakyat, 
baik bank konvensional maupun 
bank berdasarkan prinsip syariah. 
3. Kantor cabang dari bank yang 
berkedudukan di Indonesia yang 
melakukan kegiatan perbankan di 
luar wilayah Republik Indonesia 
tidak termasuk dalam Penjami-
nan. 
Agar peserta LPS mendapatkan 
jaminan memiliki berbagai kewajib-
an25 antara lain adalah membayar 
premi sebesar 0,1% dari rata-rata 
saldo bulanan total simpanan, yang 
dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun untuk : a. Periode 1 Januari s/d 
30 Juni, dan b. Periode 1 Juli s/d 31 
Desember. 
Besaran jaminan terhadap dana 
nasabah bank di bawah LPS telah 
beberapa kali mengalami perubahan. 
Sejak diberlakukannya LPS 22 
September 2005 - 21 September 2006, 
saldo yang dijamin untuk setiap 
nasabah pada satu bank adalah paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima 
milyar rupiah), sejak 22 September 
2006 – 21 Maret 2007 berubah 
menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah), sejak 22 Maret 2007–
12 Oktober 2008 berubah  menjadi   
Rp.     100.000.000,-      (seratus    juta  
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rupiah), sejak 13 Oktober 2008 sampai 
sekarang, berubah menjadi Rp. 
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).26  
Sejak LPS berdiri, pertama kali 
melakukan pencabutan izin usaha 
dan melikuidasi PT. BPR Tripilar 
Arthajaya, yang berkedudukan hukum 
di Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sampai dengan saat ini 
(data awal tahun, 2019) telah ada 96 
bank yang dicabut izin usahanya dan 
dilikuidasi (satu bank umum dan 95 
BPR).27  
Dari apa yang telah dipaparkan 
pada bagian terdahulu, dapat dianali-
sis bahwa dari pendekatan kesejara-
han (historical approach), Indonesia 
telah memiliki pengalaman penyeleng-
garaan penjaminan simpanan dengan 
corak yang berbeda-beda, yaitu : (a) 
asuransi simpanan terbatas/limited 
deposit insurance (1973–1998), penja-
minan simpanan/blanket guarantee 
(1998–2006), dan asuransi simpanan 
terbatas/ limited deposit insurance 
(2006-sekarang). Hanya saja dari 3 
(tiga) periode tersebut (hampir) dapat 
dikatakan bahwa asuransi simpanan 
terbatas pada periode pertama yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh BI 
tidak berkembang atau mati suri. 
Pengelolaan terhadap penjaminan 
simpanan baru tergarap secara serius 
ketika Indonesia menghadapi krisis 
moneter tahun 1998. Berdasarkan 
Keppres No. 26 Tahun 1998, 
pemerintah menjamin seluruh 
simpanan nasabah yang ada di bank. 
Pola yang terakhir ini disebut blanket 
guarantee. Pada periode kedua,  
penjaminan dana nasabah tidak 
menggunakan pola asuransi, karena 
baik bank maupun nasabah tidak 
membayar premi. Pola penjaminan 
nasabah secara fundamental menga-
lami perubahan pada periode ketiga, 
yaitu ketika pemerintah mendirikan 
LPS. Secara teoritik, pola penjaminan 
pada periode ketiga memiliki 
kesamaan dengan periode pertama, 
dimana bank peserta penjaminan 
diwajibkan membayar premi 0,5% 
(lima perseribu) pada periode pertama. 
Sementara pada periode ketiga, premi 
dibayarkan 2 (dua) kali dalam satu 
tahun untuk periode 1 Januari–30 
Juni dan 1 Juli –31 Desember dengan 
besaran premi masing-masing periode 
0,1% (satu perseribu) dari rata-rata 
saldo bulanan total simpanan dalam 
setiap semester. Berdasarkan Pasal 15 
UU No. 24 tahun 2004 besaran premi 
tersebut dapat diubah sehingga 
tingkat premi menjadi berbeda antara 
bank yang satu dengan bank yang lain 
berdasarkan skala resiko kegagalan 
bank.  
Salah satu pertimbangan yang 
mengemuka diubahnya model penja-
minan simpanan yang bersifat blanket 
guarantee menjadi asurasi simpanan 
terbatas adalah untuk menekan moral 
hazard (tindakan tidak terpuji yang 
disengaja terutama oleh pengelola 
bank). Perilaku moral hazard misalnya 
dilakukan dengan sengaja membang-
krutkan bank melalui logika pikirnya, 
kemungkinan pengelola bank menya-
lahgunakan dana jaminan yang 
disediakan negara menjadi berkurang 
oleh karena bank diwajibkan untuk 
membayar premi. Namun demikian, 
hasil penelitian Wendy menunjukkan 
kecenderungan pergantian pola  
penjaminan   dari   blanket   guarantee 
menjadi   limited     deposit    insurance,
                                                 
26  Pasal 29  Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2/PLPS/2010 tentang Program 
Penjaminan Simpanan.  
27 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ‘Liquidated Bank’ (2019) <https://lps.go.id/web/guest /ban 
 k-yang-dilikuidasi> diakses 11 Juni 2019.  
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tetap memunculkan kemungkinan 
terjadinya moral hazard tetapi dengan 
pola yang berbeda.28 
Pertanyaan ikutannya adalah 
apakah LPS sepenuhnya tunduk pada 
prinsip asuransi? Asuransi sejatinya 
adalah lembaga ekonomi yang 
melakukan kegiatan usaha dengan 
profit oriented. Manakala besaran 
premi yang dipungut dikalkulasi 
secara rasional dengan tingkat resiko 
yang dialihkan, dapat dikatakan LPS 
tidak ubahnya lembaga asuransi 
simpanan. Namun beberapa pihak 
tidak melihat demikian, melainkan 
LPS lebih sebagai pengalihan sebagian 
beban pemerintah kepada bank 
melalui pola premi, selebihnya masih 
tetap menjadi tanggung jawab 
pemerintah melalui LPS. Terhadap hal 
ini Krisna Wijaya29 berpendapat :  
“dengan berakhirnya blanket 
guarantee bukan berarti nasabah 
simpanan tidak dijamin lagi. Yang 
terjadi adalah peralihan beban yang 
menjamin. Pada saat berlakunya 
blanket guarantee seluruh beban 
klaim ditanggung oleh LPS, sementara 
pada program penjaminan terbatas 
(limited guarantee), maka beban klaim 
itu menjadi ditanggung sebagian oleh 
LPS dan sebagian lagi oleh bank yang 
bersangkutan.” 
Wendy dalam artikelnya berpen-
dapat bahwa LPS berfungsi sebagai 
jaring pengaman (financial and 
banking safety net) terhadap sistem 
keuangan dan perbankan.30 Ini berarti 
pergantian pola penjaminan ini tidak 
sepenuhnya menggeser beban ke-
uangan negara, tetapi lebih membagi 
                                                 
28  Wendy, ‘Analisis Modal Penjaminan dan Perilaku Moral Hazard dalam Kebijakan Limited 
 Guarantee: Tinjauan Kritis pada LPS Indonesia’ (2010) 2 Jurnal Dinamika Keuangan dan 
 Perbankan 97, 100. 
29  Krisna Wijaya, ‘Berakhirnya Blanket Guarantee’ (2007) <https://lps.go.id/web/guest/artikel/-
 /asset_publisher/0S8e/content/berakhirnya-banketguarantee?> diakses 25 April 2019. 
30  Wendy, Op.Cit., 98.  
beban antara negara dan (pengelola) 
bank.   
Kemapanan LPS yang dalam 
kasus Indonesia mulai pada periode 
kedua setelah terjadi krisis moneter 
yang memberi goncangan hebat pada 
dunia perbankan, sejatinya juga 
memiliki kesejajaran dengan apa yang 
terjadi di beberapa negara ASEAN. 
Singapura yang dampak krisis 
moneternya tidak separah Indonesia, 
juga melakukan penataan penjaminan 
simpanan nasabah pada tahun 2005 
dengan mendirikan SDIC. Hanya saja, 
SDIC sebagai governmental agency, 
sejak semula telah di desain sebagai 
(limited) deposit insurance tanpa 
mengalami proses evolusi terlebih 
dahulu sebagai (blanket) guarantee 
sebagaimana yang terjadi di Indonesia.  
Secara teoritik, pola penjaminan 
simpanan nasabah di Indonesia pada 
periode pertama dan ketiga, apabila 
dibandingkan dengan penjaminan 
nasabah di Singapura, memiliki 
kesamaan sebagai liability insurance 
atau third-party insurance.  Dalam hal 
ini, Indonesian Deposit Insurance 
Corporation/IDIC (LPS) atau SDIC 
bertindak sebagai penjamin, bank 
(peserta penjaminan) sebagai 
tertanggung dan nasabah penyimpan 
sebagai penerima manfaat (benefi-
ciary). Dalam hal yang demikian, 
apabila evenement (peristiwa yang 
dipertanggungkan) yaitu pencabutan 
ijin usaha bank  dan  likuidasi  terjadi, 
maka penanggung (baca IDIC atau 
SDIC) akan membayar nilai pertang-
gungan kepada nasabah. Hanya saja, 
baik    di     Indonesia      maupun    di
140 REFLEKSI HUKUM [Vol. 3, No. 2, 2019] 
 
 
Singapura, besarnya nilai simpanan 
yang dijamin besarnya ditentukan 
secara sepihak oleh negara dan tidak 
tunduk pada kebebasan berkontrak 
para pihak. Di Singapura, besarnya 
simpanan nasabah yang dijamin oleh 
SDIC adalah S$75.000 (tujuh puluh 
lima ribu dolar Singapura) secara 
agregat. Sedang besarnya simpanan 
yang dijamin oleh IDIC telah berkali-
kali mengalami perubahan dari Rp. 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 
kemudian menjadi Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 
kemudian menjadi Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah), dan terakhir 
menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua 
milyar rupiah) tanpa agregat. Dari 
perspektif legal, berubah-ubahnya 
besaran simpanan yang dijamin oleh 
IDIC (LPS) sejatinya tidak salah, sebab 
berdasarkan UU No. 3 Prp. Tahun 
2008 besarnya simpanan nasabah 
yang dijamin LPS dapat diubah 
apabila memenuhi salah satu syarat:31 
1. Terjadi penarikan dana perbankan 
dalam jumlah besar secara 
bersamaan;  
2. Terjadi inflasi yang cukup besar 
dalam beberapa tahun;  
3. Jumlah nasabah yang dijamin 
seluruh simpanannya menjadi 
kurang dari 90% (sembilan puluh 
per seratus) dari jumlah nasabah 
penyimpan seluruh bank; atau  
4. Terjadi ancaman krisis yang 
berpotensi mengakibatkan mero-
sotnya kepercayaan masyarakat 
terhadap perbankan dan memba-
hayakan stabilitas sistem keua-
ngan.  
Dengan ketentuan tersebut, 
sejatinya penjaminan simpanan dapat 
dipandang memiliki makna mikro 
dalam arti memberi jaminan kepada 
                                                 
31  Pasal 15 ayat 2 UU No. 3 Prp. Tahun 2008. 
nasabah dan juga sekaligus memiliki 
makna makro sebagai instrument (tool) 
mengatur dalam rangka menciptakan 
stabilitas ekonomi negara.  
PENUTUP 
Dari  apa yang telah disajikan 
pada bagian terdahulu, dapat disim-
pulkan beberapa hal, yaitu :  
1. Dari penelusuran aspek kesejara-
han, sejatinya Indonesia telah 
mengatur penjaminan simpanan 
nasabah bank jauh sebelum 
terjadi krisis ekonomi pada tahun 
1998, namun demikian perhatian 
terhadap pengelolaan penjaminan 
simpanan tertata dengan baik 
sejak Indonesia mengalami krisis 
ekonomi tahun 1998 sampai 
dengan saat ini.  
2. Periodisasi lembaga penjaminan 
simpanan dapat dipilah menjadi 3 
(tiga), yaitu : a. Periode 1973 – 
1998 yang polanya adalah limited 
deposit insurance dengan BI 
sebagai penyelenggaranya, b. 
Periode 1998 – 2005 yang polanya 
adalah bailout/blanket guarantee 
dengan BI kemudian Badan 
Penyehaatan Perbankan Nasional 
(BPPN) dan kemudian Menteri 
Keuangan sebagai penyelenggara, 
c. Periode 2006 – sekarang yang 
polanya adalah limited deposit 
insurance dengan LPS sebagai 
penyelenggaranya.  
3. Hal yang dapat dipelajari dari 
SDIC adalah perlunya Indonesia 
memperluas sistem penjaminan 
yang tidak hanya menyangkut 
nasabah bank, tetapi juga 
nasabah Industri Keuangan 
Bukan Bank (IKNB) dan perlu 
dilakukan   pengkajian     terhadap 
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kemungkinan menetapkan batas 
nilai jaminan yang lebih tinggi 
dengan sistem agregat.  
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 Pembayaran terhadap Kewajiban 
 Bank Umum. 
Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 
 2004 tentang Perubahan Atas 
 Keputusan Presiden Nomor 26 
 Tahun 1998  Tentang Jaminan 
 Terhadap Kewajiban Pembayaran 
 Bank Umum.  
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 
 1998 tentang Jaminan Terhadap 
 Kewajiban Pembayaran Bank 
 Perkreditan Rakyat. 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
 3/10/PBI/2001 tentang 
 Penerapan Prinsip Mengenal 
 Nasabah (Know Your Customer 
 Principles). 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
 3/23/PBI/2001 tentang Peruba-
 han Atas Peraturan Bank 
 Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001  
 tentang Penerapan Prinsip 
 Mengenal Nasabah (Know Your 
 Customer Principles). 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
 5/21/PBI/2003 tentang Peruba-
 han  Kedua   Atas  Peraturan  Bank
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 Indonesia No.3/1/PBI /2001 
 tentang Penerapan Prinsip 
 Mengenal Nasabah (Know Your 
 Customer Principles).   
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
 Nomor 11/POJK.03/2016 tentang 
 Kewajiban Penyediaan Modal 
 Minimum (KPPM) Bank Umum. 
Peraturan Penjamin Lembaga 
 Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 
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